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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim
telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara Izin Poligami

yang diajukan oleh;

DARYANTO bin ISKANDAR, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun
Batikan, RT.002, RW.015, Desa Pabelan, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut
sebagai “Pemohon”;

Melawan

WAHYUNINGSIH binti MUJALAL, umur 44 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat
tinggal di Dusun Batikan, RT.002, RW.015, Desa Pabelan,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, disebut
sebagai “Termohon 1”;

SRI WAHYUNI binti HANAFI, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Pendidikan S.1, tempat tinggal di Dusun
Batikan, RT.002, RW.015, Desa Pabelan, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang, disebut sebagai

“Termohon 11",
Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di muka persidangan;
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TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03
Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor :
1393/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan permohona ljin
Poligami terhadap Termohon I( dan Termohon Il dengan dalil-dalil dan alasan-
alasan sebagaimana dalam posita dan petitum surat permohonan tersebut;
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para
Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;
Bahwa, atas pertanyaan dari Majelis Hakim selanjutnya Pemohon
menyatakan dirinya mencabut surat permohonannya;
Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat di dalam berita acara
Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka

telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan
Pemohon dan para Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;
Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya di depan
persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon
sebelum adanya jawaban dari pihak para Termohon, maka tidak perlu meminta
persetujuan kepada para Termohon, oleh karenanya perkara ini dinyatakan
selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;
Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;
Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;
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MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
1393/Pdt.G/2017/PA.Mkd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 01 Zulhijjah 1438 Hijriyah
bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H.
MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.
SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh H. MUHROJI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO
PUTRO, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. SUPANGAT, M.H. NUR HAMID, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,
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H. MUHROJI, S.H

Perincian Biaya Perkara
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya APP : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00

4. Biaya Hak Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai - Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. Muh. Muhtaruddin
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